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BAGIAN I 

SITUASI UMUM MASYARAKAT ADAT NUSANTARA  
DI TENGAH KONTESTASI POLITIK 

 

 

 
 

Tahun 2024, Masyarakat Adat diperhadapkan pada momentum politik transisi kekuasaan 

pada tingkat nasional dan daerah. Ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Pemilu dan 

Pilkada secara serentak dalam tahun yang sama. Akan tetapi, Pemilu dan Pilkada yang 
seharusnya merupakan momentum korektif terhadap hukum dan perilaku aparatus negara 

tampak tidak memiliki relevansi dengan Masyarakat Adat. Situasi Masyarakat Adat justru 

semakin memburuk. Pada tahun 2024 saja, perampasan wilayah adat mencapai 2,8 juta 
hektar yang selalu disertai dengan tindakan kriminalisasi dan kekerasan.  

 

Sementara itu, hukum dan kebijakan negara semakin jauh dari tujuan kita bernegara, yaitu 

untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Undang-Undang seperti UU Cipta Kerja, 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU tentang Ibu Kota Negara, UU Mineral dan Batubara, 

UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan deretan kebijakan 

operasional di berbagai sektor adalah hasil dari semangat ;penyangkalan΄ terhadap 
eksistensi Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya sekaligus mencerminkan kegagalan 

Pemerintahan dalam memenuhi tanggungjawab konstitusionalnya untuk menghormati, 

melindungi, dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat. Pengabaian secara terus menerus 

terhadap pengesahan UU Masyarakat Adat juga mencerminkan rendahnya kehendak negara 
untuk berubah. Hingga akhir tahun, hanya sedikit fraksi di parlemen yang akhirnya mengambil 

inisiatif untuk Kembali mengusulkan RUU Masyarakat Adat ke dalam Program Legislasi 

Nasional. 
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Keadaan tersebut melahirkan pertanyaan mengenai apakah transisi kekuasaan akan 

menghasilkan perubahan terhadap situasi Masyarakat Adat? Pertanyaan ini krusial untuk di 
jawab. Transisi kekuasaan adalah proses sirkulasi elit dan kepemimpinan, sekaligus medium 

aktualisasi hak dan kewajiban politik seluruh warga negara. Dalam gerak laju pelaksanaan 

Pemilu pasca reformasi, transisi kekuasaan adalah momentum aktualisasi daulat rakyat, hak 
asasi manusia, kebebasan sipil, serta musyawarah mufakat. Namun, riuh transisi kekuasaan 

hanya berkutat pada isu-isu politik yang amat jauh dari kepentingan Masyarakat Adat. Tidak 

terdapat satu pun komitmen terkait Masyarakat Adat yang tertera dalam visi-misi Presiden 

Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun Wakil Presiden 
Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Publik Cawapres 2024 berkomitmen untuk 

mengesahkan RUU Masyarakat Adat, komitmen tersebut belum terlihat dalam proses transisi 

kekuasaan di tingkat nasional.  
 

Pidato Prabowo Subianto pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober 

2024 lalu menekankan komitmen pembangunan yang melanjutkan agenda rezim 

sebelumnya, termasuk agenda pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, dimana 
proyek ini hanya dijadikan komoditas politik untuk mendapatkan pendanaan/investasi tanpa 

memperhatikan dengan serius nasib 20 ribu lebih warga Masyarakat Adat di IKN yang akan 

tergusur akibat proyek ambisius ini. Pidato berapi-api yang sarat dengan kepentingan 

ekonomi dan investasi tersebut juga selaras dengan formasi Kabinet Merah Putih yang 
dibentuk. Pertama, pembengkakan kabinet gemuk Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming 

Raka tak diawali dengan penjelasan berbasis data atau analisis kebutuhan untuk mencapai 

tantangan Pemerintahan. Pembentukan kabinet gemuk hanya menunjukkan politik balas budi 
demi kepentingan oligarki maupun investor dan tidak berlandaskan pada substansi.  
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Kedua, komposisi menteri yang memiliki rekam jejak yang buruk terhadap Masyarakat Adat. 

Misalnya, Kementerian Pangan yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan. Pada masa Pemerintahan 
Susilo Bambang Yudhoyono, Zulifili adalah Menteri Kehutanan dan banyak memberikan izin 

pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan sawit dalam skala luas. Selain itu, daftar 

Menteri yang telah dilantik oleh Prabowo tidak sedikit yang berlatar belakang hingga 
terafiliasi dengan oligarki yang merampas hak Masyarakat Adat.  

 

Ketiga, susunan kementerian kabinet Merah Putih menunjukkan orientasi kepemimpinan 

Prabowo-Gibran yang sarat dengan kepentingan investasi dan bisnis. Pemisahan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kepentingan untuk bisnis kehutanan 

dan perdagangan karbon. Bahkan kabinet Prabowo-Gibran akan membentuk Badan 

Perdagangan Karbon dan menargetkan penerimaan Negara mencapai 1.000 Triliun dari 
perdagangan karbon. Tak hanya itu, kepentingan ekonomi dalam rezim Prabowo juga 

ditunjukkan dengan dibentuknya badan dan lembaga untuk percepatan bisnis dan investasi 

seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata hingga mempertahankan Bank Tanah. 

 
Orientasi investasi dan bisnis rezim Prabowo-Gibran juga terlihat pada 17 program prioritas 

Presiden yang tertera pada dokumen rancangan awal RPJMN, dimana 4 (empat) diantaranya 

adalah prioritas bisnis dan investasi, termasuk melanjutkan pembangunan IKN dan hilirisasi 

serta industrialisasi sumber daya alam. Tak ada satu pun program prioritas terkait 
Masyarakat Adat yang tertera dalam rancangan awal RPJMN 2025-2029. Hal ini 

menunjukkan bahwa praktik kolonialisme terhadap Masyarakat Adat atas nama 'iklim' dan 

Proyek Strategis Nasional (PSN) tetap akan berjalan massif dan menjadi tantangan terkini 
serta masa depan Masyarakat Adat. 

 

Selain itu, rezim ini juga bernuansa militeristik yang berkelindan dengan kepentingan bisnis. 

Hal ini dapat dilihat pada agenda pembentukan Batalyon Infanteri (Yonif) teritorial 
pembangunan untuk mengamankan proyek Program Ketahanan Pangan Nasional, khususnya 

proyek ketahanan pangan di Merauke. Selain itu, pada rapat kerja antara Menteri Pertahanan 

dan Komisi I DPR RI menyampaikan akan membentuk 100 Batalyon Infanteri Teritorial 

Pembangunan yang terdiri atas kompi perikanan, perkebunan, dan pertanian. Perluasan 
kewenangan militer akan mengancam hak-hak warga sipil khususnya Masyarakat Adat atas 

pengelolaan agraria serta menjadi dalih pembenaran keterlibatan militer dalam 

mengamankan proyek-proyek strategis nasional.  
 

Dengan demikian, meski transisi kekuasaan di tingkat nasional telah usai, rezim yang baru 

adalah kelanjutan dari rezim sebelumnya, dimana investasi dan bisnis adalah prioritas utama. 

Transisi kekuasaan yang berlangsung justru menjadi 'beban' baru bagi Masyarakat Adat, 
sebab tantangan dan ancaman terhadap perampasan wilayah adat justru semakin meningkat. 

Pemilu alih-alih menjadi ajang sirkulasi elit, justru menjadi sarana untuk menciptakan 

stagnasi kepemimpinan pada satu nama dan satu rezim. Tidak ada perubahan yang berarti 

bagi upaya Pemerintahan baru untuk memprioritaskan agenda pengakuan, perlindungan dan 
pemenuhan hak Masyarakat Adat.  
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Percakapan tentang Masyarakat Adat yang Rendah pada Proses Pilkada 

 
Pilkada menjadi momentum untuk menguji komitmen calon pemimpin di tingkat daerah 

kepada Masyarakat Adat. Dari 545 Daerah yang melaksanakan Pilkada, 17 Daerah 

diantaranya mengangkat isu Masyarakat Adat dalam Debat Calon Kepala Daerah. Masih 
banyak Daerah yang belum menjadikan isu Masyarakat Adat menjadi pembahasan dalam 

pelaksanaan Debat Calon Kepala Daerah. Padahal, Pemilihan Kepala Daerah adalah 

kontestasi yang paling dekat dengan kepentingan Masyarakat Adat. Kebutuhan prioritas 

Masyarakat Adat saat ini adalah meluruskan dan mengoreksi paradigma, kebijakan, dan 
praktik pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat Adat yang pada rezim 

sebelumnya justru jalan ditempat. Jika Calon Kepala Daerah tidak memahami kebutuhan 

prioritas ini, tentu akan berpengaruh terhadap masa depan Masyarakat Adat.  
 

Apalagi terdapat banyak fenomena politik pada Pilkada 2024 yang mendistorsi semangat 

demokrasi. Kekuatan politik nasional berusaha untuk memperkuat pengaruhnya di daerah 

melalui Pilkada. Tindakan ini dilakukan untuk menciptakan keseragaman antara agenda 
politik nasional hingga daerah yang tentu bertentangan dengan semangat otonomi daerah. 

Tak hanya itu, praktik kecurangan mulai dari upaya menyiasati konstitusi, praktik politik uang 

yang marak hingga pada mobilisasi aparat untuk melanggengkan kepentingan segelintir 

orang berlangsung secara masif. Ini artinya proses Pilkada kita bukan lagi sebagai pesta 
demokrasi rakyat, melainkan instrumen penyalur kehendak elit yang ambisius. Bahkan, 

Masyarakat Adat tak memiliki ruang untuk turut menentukan kandidat yang dicalonkan oleh 

Partai Politik.  
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Tuntutan Untuk Perubahan 

 
Satu dekade rezim Joko Widodo meninggalkan catatan kelam bagi Masyarakat Adat. 

Ketiadaan payung hukum yang mengatur secara khusus tentang Masyarakat Adat 

memperparah praktik perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan tindakan kekerasan. Atas 
nama investasi baik swasta maupun investasi yang dilakukan langsung oleh negara, 

pemberangusan hak dan identitas Masyarakat Adat dilakukan secara sistematis.  

 

Koreksi mendasar terkait agenda pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat 
Adat semestinya perlu dilakukan dalam transisi kekuasaan, terutama menghadirkan 

kebijakan dan praktik pembangunan yang kerap mengabaikan hak atas wilayah adat, tanah, 

hutan, dan sumber daya alam Masyarakat Adat. AMAN mencatat dalam 10 tahun terakhir 
terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta Hektar yang mengakibatkan 

lebih dari 925 orang warga Masyarakat Adat yang dikriminalisasi, 60 orang diantaranya 

mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan 1 orang meninggal dunia. Masalah 

ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintahan baru yang mendesak untuk diselesaikan.  
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Beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Presiden Prabowo 

Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah sebagai berikut: 
 

1. Mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk segera mengesahkan Rancangan 

Undang-Undang Masyarakat Adat dalam 100 hari pertama Pemerintahan. RUU ini 
adalah amanat konstitusi dan akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui 

dan melindungi hak Masyarakat Adat, serta memberikan kepastian hukum atas wilayah 

adat yang selama ini diabaikan. 

 
2. Mempercepat pengakuan hak atas wilayah adat, penyelesaian konflik agraria, sekaligus 

menghentikan seluruh perampasan tanah untuk pembangunan PSN, bisnis pengusaha 

dan kebijakan pro pemodal asing lainnya di atas wilayah adat. 
 

3. Mendesak agar Presiden Prabowo mencabut UU Cipta Kerja, UU Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan 

perundang-undangan lainnya yang mendiskriminasi Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, 
Buruh, perempuan, dan kelompok marginal lainnya.  

 

4. Mendesak Presiden Prabowo untuk memulihkan Kedaulatan Bangsa Indonesia atas 

tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan 
Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat konstitusi, TAP MPR No. IX Tahun 2001 dan 

UUPA 1960. 
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5. Mendesak Pemerintah Prabowo-Gibran untuk melakukan pemulihan terhadap 

Masyarakat Adat yang telah ditangkap, dituntut dan dihukum di pengadilan karena 
berjuang mempertahankan haknya, dan menjamin perlindungan hukum bagi Masyarakat 

Adat dan pembela Masyarakat Adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya. 

Pemerintahan Prabowo harus menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada 
kepentingan modal atau korporasi besar semata. 

 

6. Mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melakukan pemulihan lingkungan 

hidup dan penegakan hukum terhadap korporasi, penjahat lingkungan dan pelanggar 
hak asasi manusia. 

 

7. Mendesak kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memastikan partisipasi secara 
penuh dan efektif Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan dan kelompok 

masyarakat lainnya dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 

dan perencanaan pembangunan yang akan berdampak langsung pada Masyarakat Adat, 

petani, nelayan, perempuan dan kelompok masyarakat lainnya. 
 

8. Mendesak kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendukung upaya pelestarian 

budaya, dan memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal. 

Pendidikan yang menghargai bahasa, nilai, dan pengetahuan lokal akan memperkuat 
identitas Masyarakat Adat dan memastikan keberlanjutan kebudayaan ditengah arus 

globalisasi. 

 
Keseluruhan aspirasi tersebut tidak akan dapat terlaksana jika tidak didasarkan pada 

kehendak politik Pemerintahan baru. Transisi kekuasaan yang terjadi tidak hanya semata-

mata peralihan kekuasaan, tapi harus menjadi proses reorientasi sistem pembangunan yang 

sesuai dengan mandat konstitusi; pemenuhan hak Masyarakat Adat, Reforma Agraria Sejati, 
pemulihan alam, dan penguatan negara demokrasi.  
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BAGIAN II 

KEBIJAKAN & REGULASI  
TERKAIT MASYARAKAT ADAT 

 

 

 
 

Di tahun 2024, Negara masih menunjukkan pengabaian terhadap perlindungan dan 

penghormatan terhadap Masyarakat Adat dan hak-hak tradisionalnya. Di tingkat nasional, 

RUU Masyarakat Adat belum dibahas. Sementara di daerah, pembentukan maupun 
implementasi produk hukum daerah yang mengakui dan melindungi Masyarakat Adat dan 

hak-hak tradisionalnya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Pengakuan 

Masyarakat Adat sering disebut ;sudah final΄ melalui UU sektoral termasuk UU Desa. Akan 
tetapi yang terjadi justeru UU sektoral tersebut menjadi sumber dari kekacauan dalam 

pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat Adat. Di sisi lain, 

negara justeru makin tak terkendali memproduksi hukum yang berwatak diskriminatif dan 

menindas Masyarakat Adat. Berikut ini diuraikan kebijakan maupun rencana kebijakan negara 
tentang Masyarakat Adat. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan tersebut, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

 
 

1. RUU Masyarakat Adat 

 

Meskipun pada akhirnya RUU Masyarakat Adat masuk Kembali ke dalam Program 
Legislasi Nasional, tetapi kegagalan pembahasan dan pengesahan RUU tersebut 

sepanjang tahun 2024 tetap saja menunjukkan betapa lemahnya komitmen Pemerintah 

dan DPR. Sepanjang tahun 2024, Pemerintah dan DPR malah sibuk mengesahkan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berorientasi melayani kepentingan 
investasi semata. Padahal investasi yang serampangan dengan cara-cara merampas 

wilayah adat dan mengkriminalisasi Masyarakat Adat yang selama ini telah terjadi tidak 

saja melanggar hak-hak Masyarakat Adat tetapi sekaligus juga menunjukkan wajah 
buruk negara dan bisnis.  
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2. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 

 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil telah 

menyampaikan penolakan atas pelaksanaan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran 
Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

(Permen ATR/BPN No.14/2024) khususnya berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi 

HPL tanah ulayat di wilayah adat. Penolakan disebabkan karena Permen ini tidak dapat 

memperkuat hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah adatnya, tetapi 
sebaliknya justru mengandung kesalahan mendasar yang mempercepat hilangnya 

wilayah-wilayah adat dari penguasaan Masyarakat Adat dan akan memicu konflik. 

  
Permen ini mengecualikan tanah-tanah yang di atasnya telah terdapat sesuatu hak atas 

tanah dan harus bebas dari konflik dalam pengadministrasian dan pendaftaran tanah 

ulayat. Pengecualian ini mengandung watak diskriminatif dari, sekaligus menunjukkan 

sikap abai Pemerintah terhadap semangat dari putusan MK No. 35/2012 maupun TAP 
MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang 

keduanya jelas menghendaki adanya suatu proses penyelesaian konflik dan pemulihan 

terhadap wilayah-wilayah adat yang telah dirampas negara melalui hukum dan telah 

dialokasikan kepada berbagai investasi. 
 

Permen ini juga membagi Masyarakat Adat ke dalam dua jenis. Pertama, Kesatuan 

Masyarakat (hukum) Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Adat. Pembagian ini tidak 
cukup mudah untuk dipahami mengingat Permen ini tidak memberikan contoh yang bisa 

dirujuk untuk membedakan keduanya. 
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Permen ini juga mengatur pendaftaran tanah ulayat dan hak pengelolaan atau HPL 

sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Terkait HPL ini telah mulai diperkenalkan 
melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak 

Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Menurut PP ini, HPL dapat 

berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat. Pengaturan HPL dalam PP ini jelas 
merupakan penyimpangan terhadap UU Cipta Kerja yang hanya membolehkan Hak 

Pengelolaan berasal dari Tanah Negara. ;Penegasan΄ tanah ulayat menjadi HPL di dalam 

Permen ATR/BPN ini adalah tindakan nyata perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah 

terhadap hak-hak konstitusional Masyarakat Adat sebagaimana diatur di dalam Pasal 
18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945 dan secara eksplisit menabrak ketentuan UUPA 

yang menyatakan sumber hukum tanah nasional adalah hukum adat. Dengan penerbitan 

sertifikat HPL terhadap tanah ulayat dan wilayah adat semakin mempermudah 
pengusaha menguasai dan memperjual belikan tanah dan wilayah adat dalam pasar 

tanah liberal. 

  

Selain itu Permen ini juga mengatur bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Kelompok 
Anggota Masyarakat Adat dapat ditetapkan menjadi hak milik atas nama Kelompok 

Anggota Masyarakat Adat sebagai tanah bersama. Dengan demikian Kelompok-

kelompok dalam Masyarakat Adat seperti klan, marga atau misalnya sub suku 

mendapatkan legalitas sebagai pemilik dari suatu bidang tanah ulayat dari Kesatuan 
Masyarakat Adat dimana kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian darinya. 

Permasalahan yang muncul dari hal ini adalah menyangkut otoritas yang berwenang 

mengatur pertanahan di dalam Masyarakat Adat. Di banyak Masyarakat Adat, kelompok-
kelompok genealogis seperti klan tersebut melakukan pengelolaan tanah yang 

didistribusikan dari otoritas adat yang menurut tradisi dan hukum adat memiliki 

wewenang untuk itu. Penetapan hak bersama Kelompok dalam Masyarakat Adat oleh 

negara melalui Permen ini akan dipandang sebagai ;pemberian΄ hak dari negara. Cara 
pandang yang lama ini bertubrukan langsung dengan pengakuan konstitusi, pengakuan 

terhadap hukum adat dan hak ulayat, serta tidak bersesuaian dengan putusan MK 

35/2012 yang secara luas dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan bahwa 

penguasaan negara atas wilayah adat (hutan, tanah) bertentangan dengan konstitusi. 
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3. UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP  dan RPP tentang Living Law 

 
Pada akhir tahun 2022, DPR mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. UU 

ini akan berlaku pada januari 2026. Sebentar lagi! Salah satu pasal kontroversi dalam 

UU ini adalah Pasal 2 ayat (2) yang intinya mengatur bahwa mereka yang melanggar 
;hukum yang hidup dalam masyarakat΄ (disebut juga ;hukum adat΄) dapat dipidana 

meski perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP. Dilanjutkan 

dengan Pasal 597 ayat (1) yang menyebutkan ;Setiap Orang yang melakukan perbuatan 

yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang 
dilarang, diancam dengan pidana.΄   

 

Secara formil ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara dan Kriteria 
Penetapan Hukum yang Hidup/Pidana Adat, dan selanjutnya akan diatur di dalam 

Peraturan Daerah tentang Penetapan Hukum Yang Hidup/Pidana Adat, yang memuat 

hukum pidana adat apa, dan bentuk hukuman adat seperti apa yang akan berlaku dan 

bisa diterapkan oleh Masyarakat Adat di Wilayah Adatnya. Bagaimana peluang dan 
ancamannya terhadap eksistensi hukum adat? 

 

Jika melihat lebih dalam Draf RPP yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai 

hukum yang hidup dalam masyarakat, serta merujuk pada Peraturan terkait Pedoman 
Pengakuan Masyarakat Adat (Permendagi Nomor 52 Tahun 2014), akan sangat jelas 

dominasi Pemerintah dalam menentukan kriteria dan tata cara penetapan hukum yang 

hidup/hukum pidana adat. Hal ini akan mendorong lebih jauh keterlibatan kelompok-
kelompok dominan di masyarakat dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Hukum 

yang Hidup dalam Masyarakat, dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal di 

masyarakat/Masyarakat Adat. 

  
Konsolidasi Hakim Adat Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Oktober 2024 

di Jakarta dan dihadiri 150 orang perwakilan hakim adat dari seluruh Nusantara, 

merespon penolakan kodifikasi hukum adat di dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil konsolidasi Hakim Adat Nusantara ini telah 
disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat terbuka penolakan Pasal 2 

KUHP. 
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4. UU Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya (UU KSDAHE) 
 

Secara prinsip UU KSDAHE tidak memberikan ruang kepada Masyarakat Adat untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif di dalam menentukan kawasan konservasi 
berdasarkan hukum adat dan pengetahuan tradisional yang telah mereka praktikkan 

selama ini. Frase ;pelibatan΄ Masyarakat Adat di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU 

KSDHAE, tidak lebih dari objektivikasi Masyarakat Adat, sebagaimana yang dilakukan 

Pemerintah selama ini. Pemerintah masih menempatkan Masyarakat Adat sebagai 
stakeholders, bukan sebagai right holder dalam konsep maupun dalam tata kuasa serta 

tata kelola konservasi di Indonesia. Padahal Pengakuan dan perlindungan pada praktik 

konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan kehati oleh Masyarakat Adat dapat 
berkontribusi pada capaian komitmen Pemerintah dalam Kunming Montreal Global 

Biodiversity Framework. 

 

Bahkan di dalam Pasal 1 angka 16 UU KSDAHE memperkenalkan suatu istilah yang 
disebut sebagai areal preservasi, yaitu areal di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), 

Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil (KKPWP2K) untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan 

maupun kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Perluasan 
areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap orang pemegang hak atas tanah 

untuk melepaskan hak atas tanahnya apabila tidak bersedia melakukan kegiatan 

KSDAHE sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 UU KSDAHE adalah ancaman nyata yang 
sewaktu-waktu dapat menggusur Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari wilayah 

adat dan wilayah kelolanya. Situasi memposisikan Masyarakat Adat dan komunitas lokal 

yang mengunakan hutan sebagai ruang hidup dan penghidupannya sebagai kelompok 

yang rentan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi atas nama 
konservasi. UU KSDAHE tidak mengatur hak Masyarakat Adat atas Free Prior Informed 

Consent (FPIC) di dalam penetapan KSA, KPA, Areal Preservasi dan Kawasan Konservasi 

Pesisir dan Laut. 
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Celakanya di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU KSDAHE disebutkan bahwa 

pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan salah-satunya 
untuk jasa karbon dan panas bumi. Konservasi hutan yang dilakukan oleh Masyarakat 

Adat adalah aktualisasi nilai-nilai spriritualitas, relasi kosmologis, dan cara mereka 

melindungi kehidupan mereka. 
 

Simplifikasi fungsi hutan hanya sebagai penyerap karbon, serta finansialisasi hutan 

untuk dijual karbonnya hanya akan memperdalam krisis iklim dan semakin 

meminggirkan Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari wilayah adat dan wilayah 
kelolanya. Penguasaan perusahaan terhadap tanah dan hutan melalui izin konsesi 

karbon akan semakin memperpanjang konflik perampasan hak Masyarakat Adat atas 

wilayah adatnya. Pemanfaatan wilayah konservasi untuk pembangkit listrik tenaga 
panas bumi dan perdagangan karbon sangatlah ambigu. Masyarakat Adat dan 

komunitas lokal bisa sewaktu-waktu digusur oleh Pemerintah dengan alasan untuk 

kepentingan konservasi serta melindungi tumbuhan dan satwa liar ataupun sumber daya 

genetik lain.  Namun eksplorasi dan ekstraksi panas bumi justru yang dampak buruknya 
sudah nyata justru diperbolehkan oleh negara. 

  

Saat ini, AMAN bersama Koalisi Advokasi Konservasi Berkeadilan sedang melakukan 

Judicial Review ke Mahkamah Konsititusi (MK) dan pada 6 November 2024, MK Putusan 
Sela Nomor: 132-PS/PUU-XXII/2024 terkait uji formil UU KSDAHE, MK memutuskan: 1). 

menunda persidangan uji formil UU KSDAHE sampai selesainya persidangan sengketa 

Pilkada 2024; 2). Memerintahkan Pemerintah atau Pihak lain untuk tidak menerbitkan 
peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konsitusi. 

  
AMAN bersama Koalisi mendesak agar Pemerintah mematuhi Putusan Sela MK tersebut. 

Tantangan awal bagi Pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa 

dibawah kendalinya sebagai kepala negara untuk memastikan tidak ada penerbitan 

peraturan turunan UU KSDAHE sebagaimana diputuskan MK dan sekaligus memulihkan 
kewibawaan Indonesia sebagai negara hukum, bukan sebagai negara kekuasaan 

sebagaimana dipraktikkan pada rezim sebelumnya dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 
  

 

  

18 



Catatan Akhir Tahun 2024 AMAN   |   19 

5.  Kebijakan Perdagangan Karbon 

 
Ide memperdagangkan karbon lahir pertama sekali di pertemuan global atau konvensi 

perubahan iklim bagi para pihak dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

dalam rangka menjaga kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfer berada pada 
tingkat tertentu melalui Konvensi Protokol Kyoto. Salah-satu elemen penting dari 

Protokol Kyoto adalah pembentukan mekanisme pasar yang fleksibel yang didasarkan 

pada perdagangan emisi. Elemen inilah yang kemudian menjadi basis operasional 

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Protokol Kyoto 
bersifat mengikat mengikat secara hukum atau legally binding untuk 37 negara industri 

dan ekonomi dalam transisi dan Uni Eropa. 

  
Sebagai salah-satu negara yang tergabung Konferensi Para Pihak Konvensi Kerja PBB 

tentang Perubahan Iklim, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi  emisi 29% dan 

meningkatkan sampai dengan 41% pada tahun 2030 dengan dukungan kerjasama 

internasional. Target ambisius ini sepenuhnya masih mengandalkan hutan sebagai 
objek penurunan emisi.   Secara tidak langsung, Indonesia telah meniru paradigma 

mainstream para negosiator di perundingan iklim untuk menyembunyikan fakta bahwa 

pembongkaran fosil bawah tanah, pelepasan emisi dari industri-industri dan perubahan 

hutan  menjadi wilayah pertambangan dan Perkebunan monokultur adalah sumber asal 
emisi fosil yang menjadi penyebab utama dari krisis iklim. 

  

Asumsi dasar mengapa hutan dijadikan objek untuk mengurangi emisi dari deforestasi 
dan degradasi hutan adalah seberapa banyak karbon dioksida GRK menumpuk di 

atmosfer, sehingga untuk menyeimbangkannya diperlukan perlindungan hutan. 

Perusahaan atau negara-negara industri khawatir, jika kebenaran bahwa ekstraksi batu 

bara, minyak bumi, gas atau monokultur sawit skala besar harus diakhiri sebagai jalan 
keluar dari krisis iklim. Sehingga, skema pengurangan emisi dari deforestasi dan 

degradasi hutan harus terus dipakai untuk menunda keputusan yang tidak terhindarkan 

ini dengan berpura-pura melindungi hutan atau menanam jutaan pohon dapat 

membatalkan krisis yang terjadi. Skema perdagangan Karbon yang diadopsi oleh 
Indonesia mendudukan wilayah-wilayah sebagai objek yang setiap waktu dirampas atas 

nama karbon, apalagi di dalam Perpres 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) 

disebutkan secara tegas bahwa hak atas karbon adalah hak menguasai negara. 
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6.  Kebijakan Transisi Energi 

 
Di tengah wacana transisi energi pasca penandatanganan Perjanjian Paris 2015, 

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.112/2022 tentang 

Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. 
Kebijakan di atas adalah salah-satu dari berbagai kebijakan yang digunakan oleh negara 

untuk memberikan izin kepada pengusaha untuk merampas wilayah adat sebagai lokasi 

proyek strategis nasional (PSN) seperti PLTU batubara, ekstraksi dan hilirisasi nikel, 

biodiesel, bioetanol dan lain-lain. Gagasan FOLU Indonesia hanya menjadi kesempatan 
untuk semakin memperkuat bisnis pengusaha dengan kedok kebijakan hijau. 

  

Bukan hanya PLTU Batubara Captive yang dibangun demi menyokong bisnis energi, 
tetapi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala besar seperti di Poso, juga dibangun 

untuk menjaga pasokan listrik industri tambang terutama pemurnian tambang. Kawasan 

Industri Hijau dengan total mencapai 30.000 hektar disiapkan sebagai pusat sektor 

industri yang bermuara pada hilirisasi barang-barang tambang, dengan klaim sebagai 
kawasan penopang IKN. Kawasan ;industri hijau΄ tidak lebih dari sekadar jargon, sebab 

kawasan industri ini dibangun diatas ekstraksi dan pembakaran fosil.  Proyek 

geothermal di Komunitas Masyarakat Adat Poco Leok Kab. Manggarai NTT dan 

pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) dengan bahan bakar kayu oleh Medco 
Group telah membongkar area cukup luas hutan alam Papua untuk membangun 

perkebunan HTI, secara nyata merampas dan melanggar hak-hak Masyarakat Adat Poco 

Leok di NTT dan Orang Marind di Merauke Papua. 
  

Berbagai fakta mengenai transisi energi yang diperbincangkan dan diimplementasikan 

saat ini tidak lebih dari tipu muslihat para pemodal untuk tetap terus mengekstraksi fosil 

untuk menopang industrialisasi. Transisi energi, zero emisi, netral karbon, dekarbonisasi 
hanyalah kata kunci bisnis yang dipakai untuk mengekstraksi sebesar-besarnya fosil 

dan melepaskan emisi guna tetap bisa menghidupi industri bisnis energi itu sendiri. 

Energi diletakkan dalam bingkai bisnis, sehingga apa yang disebut dengan energi hijau, 

energi yang adil, sesungguhnya tidak akan pernah ada. 
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7.  Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) 

 
Ditengah tidak ada kepastian nasib 51 (lima puluh satu) Komunitas Masyarakat Adat di 

IKN yang sewaktu-waktu dapat tergusur dari wilayah adatnya karena tidak adanya 

jaminan hukum tentang hak atas wilayah adat dari negara, Pemerintah justru melakukan 
revisi UU IKN yang semakin menegaskan bahwa pembangunan IKN tidaklah 

dimaksudkan untuk memperkuat Masyarakat Adat sebagai salah-satu pilar utama 

identitas keberagaman bangsa. Dalam revisi UU IKN disebutkan bahwa pengusaha 

diberikan keistimewaan oleh negara untuk merampas dan memonopoli tanah-tanah 
Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan dan Peladang tradisional di IKN melalui 

pemberian 190 tahun untuk HGU dan 160 tahun untuk HGB. Situasi ini mendudukkan 

Masyarakat Adat di IKN khususnya Komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku sebagai 
Komunitas Masyarakat Adat yang terancam punah akibat pembangunan IKN.  
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8.  Transmigrasi dan Ancaman Depopulasi Masyarakat Adat 

 
Pada perayaan Hari Bhakti Transmigrasi tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang 

Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyampaikan bahwa program 

transmigrasi adalah program strategis untuk mencapai kesejahteraan. Terdapat 3 
elemen penting dalam program transmigrasi yaitu 1) Pengembangan sumberdaya 

manusia unggul, 2) Produktivitas berbasis teknologi, 3) Penguatan ketahanan nasional. 

Terdapat 45 wilayah prioritas revitalisasi termasuk Kawasan Timur Indonesia. 

Disampaikan pula bahwa Pemerintah baru saja melepas sejumlah tramsigran yang 
berasal dari 16 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dan 15 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Daerah tujuan para transmigran ini 

adalah Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan 
Sulawesi Tenggara.  

 

Transmigrasi adalah program yang memiliki sejarah yang panjang. Transmigrasi pada 

awalnya adalah satu kebijakan kolonisasi Pemerintah kolonial Belanda yang dimulai 
pada 1905. Diklaim pula bahwa pemindahan penduduk ke luar Pulau Jawa dan Madura 

pada masa Pemerintah kolonial Belanda itu merupakan bagian dari pelaksanaan politik 

etis. Melalui program itu, Pemerintah Kolonial Belanda ingin memanfaatkan lahan-lahan 

subur di luar Jawa, seperti di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, untuk perkebunan dan 
pertanian. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kontrol kolonial 

di wilayah-wilayah luar Jawa. Program ini juga dimaksudkan untuk memenuhi 

kebutuhan Pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan swasta akan tenaga kerja di 
daerah-daerah usaha perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa.  

 

Di masa kemerdekaan kebijakan kolonisasi ini dilanjutkan oleh Pemerintahan Soekarno 

dengan istilah ;transmigrasi΄. Fokus utamanya adalah membuka lahan baru untuk 
pertanian, mengurangi kemiskinan di Jawa, dan meningkatkan persatuan nasional 

dengan menyebarkan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah lain. Pada tahun 1950, 

transmigrasi resmi diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1950. Awal mula 

pemberangkatan transmigran di jaman kemerdekaan dilakukan pada bulan Desember 
1950 dengan tujuan penempatan ke Sumatera Selatan. Pelaksananya ditangani oleh 

Jawatan Transmigrasi yang berada di bawah Kementrian Sosial. Tahun 1960 Jawatan 

Transmigrasi menjadi departemen yang digabung dengan urusan perkoperasian dengan 
nama Depertemen Transmigrasi dan Koperasi. 

  

Di bawah Pemerintahan Orde Baru Soeharto, transmigrasi menjadi program besar yang 

diselenggarakan dengan pengerahan sumber daya yang massif. Pada tahun 1980-an, 
program ini sebagian didanai oleh hutang dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan 

Asia serta negara-negara Barat yang memuji kebijakan anti-komunis Soeharto. Selain 

untuk mengurangi kepadatan penduduk, program ini digunakan untuk: 1). Membuka 

kawasan baru untuk pertanian dan perkebunan dalam rangka pembangunan ekonomi, 
2). Memperkuat kontrol Pemerintah pusat di daerah-daerah perbatasan dan kawasan 

terpencil sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan, 3). 

Mengurangi potensi separatisme dengan memperkuat kehadiran penduduk dari 
berbagai etnis di wilayah tertentu sebagai bagian dari memperkuat integrasi nasional. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Pembangunan_Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Pembangunan_Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Anti-komunisme
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Pelaksanaan program transmigrasi yang ekspansif dan massif di masa Orde Baru dinilai 

gagal mencapai tujuan utamanya baik dari sisi demografi khususnya pengurangan 
jumlah penduduk di Jawa, gagal memenuhi tujuan percepatan pertumbuhan wilayah. 

Karena itu di masa akhir Orde Baru mulai dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya 

Undang- undang No. 5/1997. Pelaksanaan transmigrasi tidak lagi difokuskan pada 
pemecahan masalah persebaran penduduk, yang selama 100 tahun lebih tidak berhasil 

dipecahkan, namun bergeser pada pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah. 

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa tujuan transmigrasi adalah: (1) 

untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, (2) 
meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan 

kesatuan bangsa.  

 
Selama masa reformasi hingga saat ini program transmigrasi tidak lagi ekspansif dan 

massif seperti di masa Orde Baru. Pendekatan lebih berkelanjutan dan inklusif mulai 

diterapkan. Program ini tidak lagi hanya bertujuan untuk redistribusi penduduk tetapi 

juga untuk pembangunan kawasan ekonomi terpadu. Fokus transmigrasi pada masa ini 
lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah transmigrasi 

melalui pengembangan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

 

Secara kumulatif sejak kemerdekaan Indonesia hingga tahun 2022, program 
transmigrasi telah memindahkan lebih dari 10 juta orang dari Pulau Jawa, Madura, Bali 

dan Lombok yang padat penduduk ke daerah yang memiliki lahan ;kosong΄ yang luas di 

Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.  
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Dampak Transmigrasi terhadap Masyarakat Adat 

 
Kebijakan dan Program transmigrasi di Indonesia telah menimbulkan sejumlah dampak 

bagi Masyarakat Adat, antara lain: 

 
a. Kehilangan Hak atas Tanah Adat dan Konflik Pertanahan 

Program transmigrasi sering kali melibatkan penggunaan lahan yang dianggap 

;tanah kosong΄ oleh Pemerintah, padahal tanah tersebut biasanya adalah wilayah 

adat yang memiliki nilai kultural dan spiritual bagi Masyarakat Adat. 
Pengambilalihan tanah ini telah menimbulkan konflik berkepanjangan antara 

Masyarakat Adat dan transmigran. 

 
b. Terjadi Erosi Budaya Lokal 

Kehadiran transmigran dengan budaya yang berbeda telah menyebabkan budaya 

lokal terpinggirkan. Masyarakat Adat sering kali kehilangan bahasa, tradisi, dan 

praktik sosial mereka akibat dominasi budaya baru yang dibawa oleh transmigran. 
 

c. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi 

Transmigran menerima bantuan berupa rumah, lahan, jaminan hidup dan fasilitas 

lain dari Pemerintah, sementara Masyarakat Adat yang merupakan ;tuan rumah΄ 
dan pemilik hak ulayat tidak mendapatkan keuntungan serupa. Hal ini menciptakan 

ketimpangan yang memicu kecemburuan dan ketegangan sosial yang 

berkepanjangan. 
 

d. Kerusakan Lingkungan 

Pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian sering kali menyebabkan 

kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan hilangnya biodiversitas. Bagi 
Masyarakat Adat yang bergantung pada alam untuk mata pencaharian dan 

kehidupan spiritual, hal ini sangat merugikan. 

 

e. Menyebabkan Konflik Horizontal 

Perbedaan budaya, agama, dan gaya hidup antara Masyarakat Adat dan 

transmigran dapat memicu konflik horizontal. Misalnya, perbedaan cara dalam 

pengelolaan sumber daya alam atau sengketa batas lahan sering kali menjadi 
sumber perselisihan. 

 

f. Depopulasi dan Pelemahan Masyarakat Adat 

Program transmigrasi di bawah Pemerintahan baru tampak bersifat kompleks yang 
menempatkan proyek-proyek strategis nasional dan keterlibatan militer sebagai 

komponen penting dalam pelaksanaannya. Di Papua misalnya program 

transmigrasi harus dihubungkan dengan proyek strategis nasional food estate. 

Adapun keterlibatan militer terbaca dari mobilisasi tentara ke dalam apa yang 
disebut dengan Batalyon Infanteri (Yonif) Teritorial Pembangunan.  
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Kabupaten Merauke adalah contoh bagaimana keberadaan proyek MIFEE (Merauke and 

Food Energy Estate) sebagai proyek staretegis nasional yang didukung dengan program 
transmigrasi telah menunjukkan dampak serius pada ketimpangan komposisi populasi 

antara OAP dengan non-OAP. Di wilayah ini, proyek food estate beserta ekspansi 

perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan telah merampas wilayah-wilayah 
adat. Keberadaan proyek-proyek ini ditopang dengan masuknya penduduk dari luar 

Papua dalam skala besar sehingga berakibat pada terancamnya OAP di wilayah ini. Di 

Merauke misalnya, populasi pendatang mencapai kurang lebih 72% dan Orang Asli 

Papua hanya 28% dari total penduduk. 
 

Dalam situasi dimana Masyarakat Adat menjadi kelompok minoritas di wilayah adatnya 

sendiri maka yang terjadi adalah Masyarakat Adat kehilangan pengaruh dalam 
pengambilan keputusan politik termasuk dalam pemilihan pimpinan daerah.  

 

 

Sikap dan Rekomendasi  
 

Program transmigrasi mencerminkan upaya Pemerintah untuk menangani berbagai 

tantangan demografis dan pembangunan. Program ini terbukti tidak efektif kalau tidak 

bisa disebut gagal menangani tantangan demografis. Program transmigrasi ini juga 
belum menunjukkan bukti nyata menciptakan kesejahteraan di lokasi penempatan 

transmigran yang dinikmati dengan rasa damai oleh Masyarakat Adat. Bagi Masyarakat 

Adat program transmigrasi ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya.  
 

Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah menghentikan sementara 

program transmigrasi sampai prasyarat tertentu dipenuhi terlebih dulu. Adapun 

prasyarat-prasyarat ini tidak dapat ditentukan oleh Pemerintah sendiri, tetapi 
dibicarakan dan disepakati bersama Masyarakat Adat dan Pemerintah daerah.  

 

Secara umum dari sisi Masyarakat Adat, prasyarat yang harus dipenuhi antara lain: a). 

ada kebijakan yang mengatur tentang penghormatan dan perlindungan terhadap hak 
Masyarakat Adat; b). perencanaan transmigrasi berbasis pada kesadaran tentang 

keberlanjutan lingkungan; 3). Penguatan hubungan antar komunitas Masyarakat Adat 

dengan pendatang baru; 4). Kebijakan yang mengatur tentang kompensasi yang adil; 5). 
Direncanakan secara partisipatif bersama Masyarakat Adat dan dengan kesadaran 

terhadap prinsip-prinsip free, prior, informed, consent. 
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9. Standar, Nilai, dan Pengaturan (SNP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia  

tentang Masyarakat Adat. 
 

Sejak awal 2024, Komnas HAM menyusun Stadar, Nilai, dan Pengaturan atau SNP 

tentang Masyarakat Adat. SNP adalah sebuah produk kebijakan yang dapat diterbitkan 
oleh Komnas HAM yang pada pokoknya berisi standar, norma, dan pengaturan yang 

mengacu pada hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi Masyarakat Adat. SNP pada 

akhirnya menjadi tolok ukur sekaligus merupakan tafsir atas kesesuaian hukum dan 

praktek dengan hak asasi manusia. Selain itu, SNP juga merupakan rujukan bagi negara 
agar hukum dan kebijakan yang dihasilkan serta penerapannya sesuai dengan hak asasi 

manusia.  

 
 

10. Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Masyarakat Adat 

 

Hingga saat ini telah terdapat 330 Produk Hukum Daerah Masyarakat Adat (AMAN, 
November 2024). Produk hukum daerah adalah prasyarat untuk pengakuan hak oleh 

kementerian sektoral. Jika kita bandingkan dengan banyaknya produk hukum daerah 

tersebut dengan capaian pengakuan hak melalui hutan adat yang hanya mencapai 

265,250 dari total potensi hutan adat yang mencapai 23,2 juta hektar hektar maka 
tampak jelas bahwa negara telah dengan sengaja membiarkan hak-hak Masyarakat Adat 

tidak diakui. 

 
Di tengah konstruksi kebijakan yang mengatur Masyarakat Adat dan hak-hak 

tradisionalnya yang rumit, arena advokasi kebijakan Masyarakat Adat pada tingkat 

daerah tetap dianggap penting dan menjadi jembatan bagi pengakuan hak-hak 

Masyarakat Adat sebagai langkah transisi sebelum terbentuknya UU Masyarakat Adat. 
Apalagi berbagai peraturan perundang-udangan menjadikan produk hukum daerah 

sebagai prasyarat untuk pengukuhan objek hak Masyarakat Adat, seperti hutan adat, 

tanah ulayat, dan hak-hak Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. AMAN 

menyadari bahwa advokasi pembentukan produk hukum daerah bukanlah hal mudah 
dan telah mengeser pengakuan Masyarakat Adat yang seharusnya bersifat administratif 

menjadi arena yang bersifat politis. 
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BAGIAN III 

KRIMINALISASI & KEKERASAN  
TERHADAP MASYARAKAT ADAT 

 

 

 
 

Hingga saat ini telah terdapat 1.499 wilayah adat di seluruh Nusantara dengan total luas 

mencapai 30,1 juta hektar telah diregistrasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat. Dari data 

tersebut,  terdapat kawasan hutan yang berada dalam wilayah adat seluas 23,8 juta hektar 
dan konsesi yang berada di wilayah adat seluas 6,6 juta hektar. Akan tetapi pengakuan negara 

sangat kecil. Bayangkan saja, baru terdapat 4.850.689 hektar wilayah adat yang telah diakui 

melalui produk hukum daerah. Penetapan hutan adat lebih kecil lagi. Sampai sekarang hanya 
265.250 hektar dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Padahal potensi hutan adat 

mencapai 23,2 juta hektar. Sementara itu, pengakuan wilayah adat melalui kebijakan di sektor 

pertanahan masih menunjukkan masalah serius karena mengambilalih wewenang 

Masyarakat Adat untuk mengatur wilayah adatnya dan menghidupkan praktik domein 
verklaring dengan memaksakan sertifikat HPL di atas wilayah adat. Berdasarkan laporan dari 

Pengurus AMAN di Wilayah dan Daerah, pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 

Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah 
Ulayat Masyarakat Adat telah menimbulkan keresahan di tingkat tapak bahkan berpotensi 

bisa menghilangkan identitas sebagai Masyarakat Adat.  

 

Buruknya hukum dan kebijakan terkait Masyarakat Adat ditambah minimnya pengakuan 
terhadap Masyarakat Adat dan wilayah adatnya secara langsung berdampak pada 

meningkatnya perampasan wilayah adat, kriminalisasi dan kekerasan. Sepanjang tahun 

2024, AMAN mencatat setidaknya terdapat 121 kasus yang telah merampas 2.824.118, 36 

hektar wilayah adat di 140 komunitas Masyarakat Adat dari berbagai sektor diantaranya: 
 

 

 
  


